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PEMBANGTINAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

crrrrut PRASARANA SEKOUIH MENENGAH PERTAMA IDAK REGUTER 2O2O)

Antara

ETIERI}IIAH DAEfrAii TTHJPAIE}I ESISIR SETATA}I

dengan

KEPAI'A SEIOIAH STIPII 5 S1IIERA

Nomor

Tanggal

: 30 /IV/ SARPRAS/ DAK. PSM P/ sllrK/ DPK- PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

ffiili f,frris tanggal Duabulan Aprillcahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di
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: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SllP

Tahun Anggaran 202O

: Il. H. Agus Salim - Painan

: EFENDI, S.Pd

: Kepala UPTSMPN 5 Sutera

: Jl.TanjungGadang

ril* dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

dsebut PTHAKPERTAT4A

H fur es nama jabatan tersebut diabs berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

16 Tanggal 27 OKober 2016 yang selanjutnya disebut PIIIAK IGDUA.

PEf,tAttl/l dan PIHAK IGDUA sectra bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

haFhal sebagai berikut :

L Hrre LHang-urdang Nomor 20Tahun 2003 antara lain mengarnanatkan :

> Pasd 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

ksmdahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

rEgila tanpa diskiminasi;

layanan dan

seUap vlarga



NSTrSPPB
Tanggal

: 3AfiV/S.ARPMS/D AKP SMP /SWK/D PK.P 5n.020
: A2April2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menydiakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

enrcsional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antarc Pemerintah,

Pernerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

arEgaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkahn prasarana pendidikan menupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

nelakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

seiragaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2C15 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan merniliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang prcses pembeiajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan rnutu

prendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. BB Tahun 2019 Tangga! 30 Desember 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelalsanaan Anggamn (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler ZO2O);

k'Fn ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu perjanjian pemberian

ffi-m Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

@rs qgat-sr/arat seperti dalam pasal--pasal di bawah ini :

L

3.

f_



Nonor SPPB
Tanggal

: 3a/IV/SA.RPMSP AK.P Sh[P/5wK/D PK-P 5ft020
: A2April2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

fEfuFan ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik'Iahun Anggaran 2020 dinnaksudkan

- 
nrendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

kna dengan tujuan sebagal upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

@flnn. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

@ serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

lEinlan Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

-rydesail<an 
pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 5 Sutera yang

mprputi;

L Pembangunan Jamban Siswa/Guru,

Pasal 3

Iangka Waktu Pelaksanaan

L largka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

ffitder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun AnEgaran 2020 di

r,eftening PIHAK KEDUA.

L PIltAl( XEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

bnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Millikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3. khlcsanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desernber

aEo.

Pasal 4

PrinsiP-PrinsiP Pekerjaan

l:pprirsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliput :

!r, &naan dikerjakan dengan mekanisrne s-wakelola,

;lrr4an asas efekhTibs, efisiensi, tmnsparansi dan akuntabilitas,

tngEnaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

Wransas;i kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

?*beilat Baatuan



Nanor SPPB
Tanggal

: 30IV 15,4RP RAS/D AK.P SM P F,UX1O P K-P SnU|
: 02April2020

I pasa! s

I fugas dan Kewajiban para pihak
l
I t ;tHll( PERTAMA:
I
I a) Henyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

nrdalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

L[ Eerbnggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Tobupaten.

Q Hernberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasidan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

@ ilelaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelapomn kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

Z 
'IHAK 

KEDUA:

a) Berhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

=tuan 
pendidikan (Sekolah).

b) Flenri:entuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekotah).

$ DGlaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

d) i'lencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

frlr<anaan pekerjaan sebagaimana dimaksud datam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :
l" tlHAx KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

shagni bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L tDl t( XEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

&l Mlnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
G' ilDuK IGDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

ffi PIHAK PERTAiIA,

EIAX XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAITIA dokumentasi pekerjaan,

hrdt kenrajuan pekerjaan dan kelengkapan adminisUasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

tffx IEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serh

Hordn keuangan dari hasil pekerjaan,

tfx XEDUA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

ffianaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
plrerg-undangan,

?*izrAmBanatn



Nanor SPPB
Tanggal

: 3A1T V $ ARP R ASlo AK p SMp tSN XtD p K_p Sn O2O: 02,\tril2020

I PIHAK KEDUA berkewajiban metakukan serah terima hasit pekerjaan dengan prHAK pERTAIT1A yang
friargkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L rllutK KEDUA waiib rnenyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Itrpgamn 2020,

L PIHAI( KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
Fenddikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7
pengawasan dan pemerilsaan

r Ern pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga
Eadihtor yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L trHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menotak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
krtuan pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

[ [nK Fbik Bidang Pendldikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan prHAK pERTAMA kepada prHAK
Eu'A sebesar Rp' 100'000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian sebagal berikut :a) Pembangunan jamban siswa/guru = Rp. 100.000.000,_

L kla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimakud dalamH2.

pasal 9

Penyaluran Dana

lEgBtran penyaturan dana sebagaimana dlmaksud datam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

il- T*ap r : 25o/o (Dua putuh lima perseratus) dari keseluruhan dana s:wakelola setelah perjanjian ini
&datanganikedua belah pihak beserta dokumen tainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,
frp r7:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telahcEFi bobot 20olo (Dua puluh perseratus), ditengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuanElErIl,

h Itr : 300,6 (liga puluh perseratus)

Fagri bobot 650,6 (enam puluh lima

E*r pekerjaan.

dari keseluruhan dana swakelota apabila pekerjaan telah
perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

ld*lztBa,tuat



Nanor SPPB
Tanggi

: 3AIV/SARPMS/D AKPSMP/SIYK/DPK-PS2O2O
:02Ayril2020

ltr penrbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :
tfna Rekening :

[hnor Rekening : 0404.O210.01105-1

lfna Bank : Bank Nagari Kantor Kas Surantih

Pasal LO

Force Majeure

fure Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
Cftdad<an sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, epidemi( peperanga n, pemogoka n, sa botase, pem beronta ka n/kerusu han.

rFbila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segerc memberitahukan kepada pIHAK
PEIIAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
t=iad!n,-a fcrce majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Eerdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
Eh PIHAK PERIAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, nnenyetujui
aHr menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

@ila permolronan tertulis dari PIHAK KEDUA ientang force majeure diterima/disetujui maka akan
frrkan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

lPdx'la PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
dgunalon untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK pERTAl,lA,

fr sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dcturkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

f,illx XEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
pinn kepada PIHAK PERTAMA.

Ellf IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
herta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

D-aJ- D--L 
--trySMUMi



Nanor SPPB
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:02Ayril2020

a Lprat pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

lE(fAltUl selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pefterjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan sepefti : kwitansil faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajalq

O Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

lFttila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

hreqtuap yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

teraftr sepihak dapat mem utuskan/menghentika n pekerjaan tersebut.

knutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

tEngernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Eentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PEilUTUP

H'iL*r Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

B Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

LrEtF d o.rkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
lGpala UPTSMPN 5 Sutera

.. :,..,'.-...''.:]1..

EFENDI, S.Pd
r+. 19631224 198412 1001

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

htbriat Bantuor

22 00L


